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iliran Tersangka

Rekanan

Hamdani D

|
Amlapura (Bali Post) -

|

eriksa

Penyidik Kejari Amlapura kembali mel}aujutkan penanganan kasus dugaan
korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
tahun 2013. Usai memeriksa tersangka Komang Subratayasa, penyidik kembali

- melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya dari pihak rekanan, Ham-

dani, Kamis (1/10) kemarin. Dalam kasus ini, Hamdani diduga menjadi pemilik
lima CV yang menggarap pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta.

b

- Kajari Amlapura Ivan Jaka
yang didampingi Kasi Pidsus
Aditya Okto Thohari, Kamis
kemarin, mengatakan Ham-
dani diperiksa dua penyidik
‘Eca Mariatha dengan 1 Made
Edi Setiawan. Pemeriksaan
berlangsung selama tiga jam
dari pukul 09.30 wita sampai

12.30 wita. Tersangka Ham-

dani dicecar 29 pertanyaan,
seputar kontrak dan pengam-

bilan uan\\i)‘an anggaran

—t R e X

Rp 800 juta, kerugmn negara i
diperkirakan mencapai Rp
490 juta. Namun, kepas-
tiannya masih menunggu
hitungan dari BPKP (Badan
Pengawas Keuangqn dan
Pembangunan). I8

Dari pemenksaaﬁ, kedua
tersangka, semakin mem-
perjelas adanya rekayasa
pengadaan pupuk di antara
kedua tersangka. ‘DIPA (Daf-
tar Isian Pelaksanaan Ang-

e N1 JEmseine 8T TN

[
garan) sudah ada, sebelum
adanya proposal. Ini kan
terbalik,” ujar Ivan Jaka.
Dugaan bahwa pengddaan
pupuk ini sudah direkayasa,
adalah pemenangnya sudah
ditentukan, dengan rekanan
pihak Hamdani. Caranya,
dengan memecah pengadaan
pupuk ini kepada lima CV_
dan delapan kontrak) Seh-
ingga, tidak perlu lagi ada
lelang. Sementara, lima CV_
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i semuanya sudah diakui piéjpyidjkan. Para tersangka,
ersangka adalah miliknya. akan ditahan menjelang
Dugaan korupsinya lebih | kasusnya disidangkan. Aditya
dari separuh anggaran, ini emastikan, kasus dugaan
terlaluan,” tegas Aditya. j korupsi pengadaan pupuk ini
Bagaimana dengan dug- = bakal disidangkan tahun ini.
aan keterlibatan pihak lain? = | Sebelumnya, dalam penan-
Aditya mengatakan dalam ganankasus ini, tim penyidik
perkembangan kasus ini, = sudah melakukan pemerik-
slapa pun yang terlibat di- = saan terhadap 30 saksi. Ter-
lengkapi dengan bukti-bukti, = sangka Komang Subratayasa,

pastikan akan ditindak- = Kepala Dinas Kehutanan dan
anjuti. Sekalipun oknum ' Perkebunan, sudah lebih dulu
ogislator di DPRD Karan- | memenuhi pemeriksaan se-
gasem. Sementara, tim pe- | bagai tersangka, Rabu (30/9)
idik tidak menahan kedua ' lalu. Mantan Kepala Dinas
ersangka. Sejumlah oknum | Pertanian Tanaman Pangan
lewan sempat disebut-sebut = dan Hortikultura ini, diper-
rlibat kasus ini. Namun, a!’{: selama lima jam. Hasil
alam perjalanan penan- pe eriksaannya tertuang
ganan kasusnya, sejumlah lam 28 lembar berkas pe-
eriksaan di pihak penyidik.

etelah menjalani pemerik- |
aan perdana, penyidik me-
astikan tidak lagi melaku-

an pemeriksaan. Sehingga, ehnya, asyarakat sudah
asus ini tinggal memasuki upuk terlebih da-
hap persidangan. 21 @G@g& prqpeﬂalnya

Untuk diketahui, tersang- d  belaka ;
Subratayasa dan Hamdani ‘ aan pupuk ini dalam dua
itetapkan sebagai tersangka li penganggaran. Melalui

ejak 4 Mei lalu. Pengadaan BD Induk sebesar Rp 300
upuk ini dinilai telah mer- ' juta dan APBD. Perubahan
gikan negara, karena pen- esar Rp 500 juta. Pupuk
adaannya menyalahi prose- g sudah dibeli langsung
ur, sebagaimana telah diatur ~ diberikan kepada delapan kel-
alam Peraturan Menteri ompok tanidi empat kecama-
alam Negeri (Permendagri) tan, di antaranya Kecamatan
omor 39 tahun 2012 tentang = Manggis, Kubu, Rendang, dan
emberian Hibah dan Bantu- | K{lrangasem. Tiga kelompolg
n Sosial (Bansos). Pemberian = menerima pupuk melalui
ibah ini difasilitasi anggota = APBD Induk, dan sisanya
ewan saat itu. Masyarakat | xﬁ nerima melalui APBD Pe-

ﬂang ingin mendapatkan pu- | ahan. (kmb31) -
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Kasus Dugaan "Mark-Up” di BP3TKI

akim Kejar Orang
Kepercayaan
Mantan Kepala

BNP2TKI

Denpasar ffali Post) -

" Mabes Polri sudah menetapkan sejumlah tersangka dan bah-
kan dua orang sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan
mark-up pengadaan tanah di kantor Balai Pelayanan Penempa-
tan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali di
Jalan Danau Tempe, Sanur. Namun dalam sidang Rabu (30/9),
salah seorang yang diduga berperan sentral dalam perkara ini
kembali mengemuka.
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. Majelik hakim' |
yang diketuai Ed-
ward Harris Sinaga

dengan hakim ang-
. gota Dewg Suardita
dan Hartono pun_
mengejar, siapa
gerangan yang bernama Wahyu
Matondang alias Dodik. Itu terung-
kap saat jaksa menghadirkan saksi
mahkota. Hakim meminta jaksa
supaya menghadirkan Dodik. Jaksa

mengaku sudah memanggil, namun

yvang bersangkutan tidak mau da-
ena itulah hakim meminta
supaya jaksa memanggil paksa yang
bersangkutan.

Saksi pertama adalah tersangka
Nyoman Paramarta sebagai pemilik
lahan dan terdakwa Wayan Pageh,
bersaksi untuk terdakwa PPK Prio
Adi Santoso.

Dalam sidang, disebut-

- nyikan. Ak1batnya
Pageh yang juga
menjadi terdakwa
kerap diingatkan
hakim supaya tidak
berbohong karena
‘ nanti bisa masuk

J;mmg “Kahu mau berbohong itu

hakmu. Tetapi kebohonganmu ini

membuat kaxpu masuk jurang,” jelas
akim ketua.

‘Saudara }sakm terkesan sangat

dengan Dodik. Siapa sebe-

wya Dodik itu,” tanya hakim.
dengar pertanyaan itu, Pageh
ejenak terdiam. Majelis hakim kem-

1 memint dengan nada tinggi,

: kan dulu siapa Dodik.”

? irnya menjawab bahwa
tenaga profesionalnya

Hakim kembali mem-

iya jawabannya

Dodik, yakni merupakan
orang keercayaannya Djumhur
Hidayat, mantan Kepala Badan
Nasional Penempatan da 3
lindungan Tenaga Kerja Indonesi
(BNP2TKI di Jakarta.

| idangan terungkap, Dodik
menerima Rp 1,5 miliar dala

in Namun, dia hingga <
ini belum ds Jadlkan sebagai tersang-

. ka. Salah seorang saksi, Para;

itu. “Dodlk adalah

ksi yang mem-
; ‘aan tanggung

ia menJua dengan harga R
miliar. Namun diminta dina
oleh Dodik, Prio, Trusdy, dan
Akhunya, 5 '

mengamb' uang Rp 750 ]utzﬁ
total Rp 1,5 miliar.

Namun aat giliran Page yané

bersaksi, hakim mulai jengkel kar- uans
ena terkesan ada yang disembu-
B s 1 ST il
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korupsi dana bant
pengembangan unit pe
pupuk orgamk (UP
dalam hal ini hanya

tidak ada meminta s
dibagikan ke temanite
sebagaimana yang di

‘padanya, karena hal itu dinilai
suatu fitnah. Banthan terse-

| terdakwg

1§ 4
Sadia dengan nada tinggi.
Sebelumnya diberitakan,
sidang dugaan korupsi dana
bantuan sos1a1 pengembangan
UPPO, dengan terdakwa Ketua
Kelompok Tani Ternak Bina

meminta dana tesebu Winangun, Desa Batur Tengah,
saat dimintai konfirmasi, Kamis Kintamani, terda a Nyoman
(1/10) kemarin. Juniada (40), kan di Pen-

Sadia terkesan kesal atas gadﬂanTlplkor asar. Jaksa
tudingan yang dialamatkan ke- penuntut umum ( U) I Bagus

P.G. Agung, dlene menghadirkan
sejumlah saksi, termasuk Kadis
Pertanian Perkebunan dan Per-
hutanan (P3) Wayan Supartana,
yang juga sudah dijadikan seba-
gai tersangka. Selain Supartana,
juga diperiksa Ketua Tim Teknis
Wayan Sadia. Di persidangan
terungkap soal adanya permint-
aan dana Rp 34 juta, sehingga
majelis hakim terus mengejar
soal permintaan dana tersebut.
Sadia sendiri membantah keras
soal adanya permintaan dana
sebanyak itu. 1
Sebelumnya, Ketua Kelompok
Tani Ternak Bina Winangun,
Desa Batur Ten;ahJ Kintamani,

Sadla Bantah

Tkrim_aRb34 Jut

PERNYATAA
Nyoman Juniada te:

terdakwa Nyoman Juniada (40)
diadili atas dugaan korupsi.
Jaksa I Bagus P.G. Agung men-
gatakan bahwa terdakwa di-

perhitungan audit BPKP Per-
wakilan Bali, negara dirugikan
Rp 340 juta.

Sebagaimana surat dakwaan
jaksa, disebutkan bahwa ter-
dakwa menjadi ketua kelompok
tani ternak berdasarkan SK
Kepala Desa Batur No. 03 Tahun
2006. Namun dalam penerapan
atau menjalankan kelompok tani
ini, dlduga ada unsur korupsi

lain, atau
suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. Kel-
ompok tani ini bera nggotakan 30
orang, sebagai pelindung Kades
Batur Tengah, Ketha terdakwa

|
|

&

Nyoman Juniadi, Wakil Ketua I
Ketut Suarma, Sekretaris Nyo-

2012 hmgga Rp 187. 439.600.
Penggunaan dana ini tidak

man Windia dan Bendahara I didukung bukti-bukti. “Bahwa

Wayan Yarmawa.
egiatan kelompok i ini di-
lakukan dengan swadana dan
swadaya serta bantuan pemer-
int daerahkabup ats Wn
provinsi. Selain itu, _ada juga
bantuan Kredit Ketaha: P
gan dan Energi ( o ada
15 _esember?OOS kelampok ini
mendapatkan pinjaman KKPE
Rp| 145 juta, dikurangi biaya
ninistrasi bank Ja£ yang di-
terima sebesar Rp 143.069.280.
Sedangkan 17 Desember 2009,

:

i

lagi mendapat pinjaman dari

E dengan jumlah yang
, namun admmlstrasl yang

Rp 142. 476.240. Juga, menerima

kredit tanpa agunan sebesar Rp
40 juta, yang seluruhnya dilaku-

ka pelunasan pada Desember '

terdakwa juga melakukan kegia-

Edisi
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asih dalam dakwaan Jaksa, 18

rl luar bansos UPPO tahun

terdakwa Juniada tidak per-
melakukan revisi terhadap
KK, sehubungan dengan
egiatan yang mengjabiskan
sebesar Rp 187.439.600, se-
gga kegiatan yang dilakukan
terdakwa bertentangan dengan
Rcraturan Menteri Pertanian
0. 02/Pementan/Ot. 140/1/2012
taggal 12 Januari 2012 bab III

f’- B angka 1 hurufb” beber

itu tujudn Banso_;ﬁmt n-
lolan Pupuk Organik (

10 a kelompok tani yang dip-
pin terdakwa,” sebut jaksa
saat membacakan dakwaan,
¢berapa waktu lalu. (asa) .
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Tender Alat Kesehatan Molor,
RS HTratama Té;ranca_m

AMLAPURA, NusaBali
Tender alat kesehatan (alkes)
senilai Rp 5 miliar yang bersumber
dari BKK (bantuan khusus keuan-

gan) Provinsi Bali, ternyata olor.

'Eksesnya, pengoperasian

'takan‘ untuk
nRS
Sakit' Pratama, di Banjar La

tamaselam

Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan mum, 10 bidan,
Kubu, Karangasem terancam gagal paramedis. ;
beroperasi tahun 2016. Padahal i « Lokasi RS Pratama itu, meman-
pembangunan gedung telah tuntas T faatkan lahan milik Pemprov Bali,
sejak tahun 2014 lalu. 050/535/805 /leeg Menter'i? melalui usulan sus at Bupati Ka-
Kadis Kesehatan Karangasem {'Kgsehatan, dengan rin¢ian blaya rangasem No 590 /2676/tata pem,
IGM Tirtayana mengakui, helum  pembangunan gedung Rp 13, 05 r 15 Agustus 20 ). Surat itu juga
- menggelar tender. Hanya saja | i Camat Kubu

men-  miliar dan alat-alat lkes' atan Rp dapat dukungan da
genai pengoperasian RS Pratama s b » jar” [ Ketut Artha Seda
optimis terlaksana tahun

melalui surat

5 Usiaan Agustus 2013 No 590/375/

Tirtayana meyakinkan hal itu juan dari K : ggnl?éan surat dariPe kel/'l‘lan

- tika dihubungi di Amlapura, Kamis - per 29 ]uli 2013 me yar Harat Gede ‘ dana per 13
: | B dari penggara an | Nyo-

dioperasikan tahun 016' datangam Dlrektut Biua Upaya ﬁ?at?lnl%embepng darl é)an,ar Taman
TEadiceiies belnin e Kesehatan Chairul R N ution. Di Sari, Desa Tianyar Bat t,Kecamatann

Indonesia sebanyak ¢ 40 bupaten Kubu. :
dapat bantuan itu, khusus untuk Kembeng menggarap lahan
di Bali hanya Bulelegg dan Kamn - 35.000 meterpers gi lokasinya di
gasem. Banjar 50 S
Ternyata Gubern membe- ’ , g
- Pemkab Karangase
lokkan bantuan pusg dj?ﬂlhkan ke k;nlahanuntukRS
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Sidang []Dugaan Mark Up Lahan BP3TKIVD
Hakim Minta Jaksa Pros
Anak Buah Kepala BNP2TKI

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan mark up lahan
untuk kantor BP3TKI (Badan Pelay-
anan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar
dengan terdakwa Priyo Adi Santoso
mengungkap fakta baru. Wahyu Ma-
tondangalias Dodik yang merupakan

anakbuah mantan KepalaBNP2TKI,

Jumhur Hidayat ternyata menjadi
otak dalam kasus korupsi ini. Majelis
hakim langsung memerintahkan
jaksa untuk memproses Dodik yang
tidak tersentuh dalam kasus yang
merugikan negara hingga Rp 2,2
miliar ini. ‘

Terungkapnya nanLa Dodik yang
sempat menjadi misteri dalam
kasus ini, diungkap saat Kepala
BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh
(terdakwa dalam berkas terpisah)
bersaksi untuk Priyo di Pengadilan
Tipikor Denpasar, Rabu (30/9)
sore. Dalam penjelasan Pageh,
harga tanah yang awalnya dijual
pemilik Nyoman Gede Paramartha
sebesar Rp 4,5 miliar tiba-tiba naik
menjadi Rp 6,7 miliar.

“Saya diberi tahu' Dodik soal
kenaikan harga tanah/menjadi Rp
6,7 miliar, dua hari setelah perte-
muan di Warung Tekc&enon," jelas

Pageh dalam sidang. Majelis hakim

. pimpinan Edward Harris Sinaga

lalu menanyakan reaksi Pageh
saat Dodik menyebutkan kenaikan
harga tanah tersebut.. '
“Saya hanya diam saja. Tidak
ada respon,” ujarnya. Hakim yang
masih penasaran lalu menanyakan

.mengapa Pageh tidak bereaksi pa-

dahalia merupakan Kepala BP3TKI
dan merupakan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). Edward juga
menanyakan siapa sebenarnya Do-
dik sehingga bisa mengatur harga

TERDAKWA dugaa mark up lahan untuk kantor BP3TKI De

) i

Pageh (kedua dari kanan) saat pemeriksaan saksi dalam sidan

Tipikor Denpasar, Rabu (2/9) lalu.

pasar

€S

pasar, Wayan
j di Pengadilan

tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi
Rp 6,7 miliar.

“Dodik itu tenaga profesional
yang ditunjuk Kepala BNP2TKI,
Pak Jumhur untuk mengurus pen-
gadaan lahan ini,” lanjut Pageh.
Dodik juga diketahui sempat men-
gambil uang mark up Rp 2,2 mil-
iar sebanyak dua tahap. Pertama
ia mengambil Rp 750 juta dan
yang kedua Rp 750 juta. Semen-
itanya berapa
mendapat bagian dengan polos
mengatakan dapat Rp 200 juta.

“Saya dapat 200 uta. Sisanya
ada yang saya bagi-untuk PNS
dan honorer di ka%t,or," beber

Pageh yang juga menyebut Priyo
mendapat bagian Rp 450 juta. Ha-
kim lalu meminta Jaksa Penuntut
Umum (JPU) untuk menghadirkan
Dodik dalam sidang berikutnya.
JPU sendiri mengaku sudah me-
manggil Dodik dua kali untuk
sidang tapi tidak pernah datang.

' dan Dodik. “Waktu i

“Kalau begitu panggil paksa saja.
Jaksa juga harus mémproses Do-
dik," ujar Hakim Edward dengan
nada tinggi. :

Peran Dodik yan,
dalam kasus ini juga diungkap saksi
Paramartha yang merupakan pe-
milik tanah. Ia mengatakan jika Do-
dik minta kepadanyajsupaya harga
tanah dinaikkan dari|Rp 4,5 miliar
menjadi Rp 6,7 miliar. Setelah
setuju, Pageh menjdnjikan akan
mengurus semua dokumen terkait
jual beli tanah tersebut.

Selain itu juga dirjyatakan jika
uang Rp 6,7 miliar térsebut akan
masuk di rekening saksi Paramar-
tha. Sekitar November 2013, uang
Rp 6,7 miliar masuk ke rekening
saksi. Tidak lama setelah itu, saksi
diminta ke salah satu hotel di Sanur
oleh Prio untuk bertemu Pageh
Dodik yang
nyuruh ngambil uang|dua kali Rp
750 juta,” jelas Paramartha. & rez

sangat besar
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Tak

Tabanan (Bali Post) -

Dapat ADD

Banyak desa yang belum menjalankan dana desa (DD) dan alokasi dana desa
(ADD) sesuai aturan karena tidak paham membuat program yang semestinya.
Hal ini berakibat tidak terserapnya anggaran dana desa yang berasal dari

konsekuensinya, desa tidak bisa memohon ADD jika sisa lebih pagu anggaran

APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD kabupaten. Sal‘Fh satu

(silpa) 30% atau lebih.

“Itu artinya, desa tidak
mampu membuat program,
menyelesaikan program atau
memang programnya yang
tidak sesuai,” ujar Kabag
Keuangan Pemkab Tabanan
Wayan Arimbawa, Kamis
(1/10) kemarin.

Untuk itu, sudah sepan-
tasnya desa memiliki tenaga

i akuntansi atau prang yang
i paham keuangan. Namun,
i perekrutan tenaga ini ten-
étu saja akan mengurangi

e

penghasilan tetap (sitap)
perbekel dan perangkat lain-
nya. Terkait kesalahan peng-
gunaan anggaran dana desa
oleh sejumlah perbekel di
Kabupaten Tabanan yang
tidak masuk dalam program
prioritas, pejabat asal Kesi-
man itu melihat adanya kele-
mahan SDM, termasuk tidak
efektifnya kinerja tenaga
pendamping dari pusat. “Dari
sampling sejumlah desa yang
kami sasar, ternyata para ten-

aga pendamping dari pusat
justru banyak yang tidak
paham. Mereka cenderung
hanya mengecek PNPM dan
mengarahkan agar desa se-
tempat cepat mengamprah
anggaran,” bebernyd.

Meski kesalahan terse-
but masih bisa diatasi lewat
APBDes perubahan yang
difasilitasi oleh Badan Pem-
berdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BP-
MPD), pihaknya n"engakui

-~ —
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|
iangat susah mengubah hal
itu. “Banyak permintaan
imbingan dari desa dan itu
gsangat kami respons positif.
Artinya, desa bersangkutan
pro aktif untuk bisa men-
gelola anggaran yang cukup
besar ini,” ucapnya.

Dia menilai bimbingan
langsung ke desa akan lebih
efektif, karena bisa langsung
giengecek laporan yang telah

ibuat. “Kami lebih senang
desa yang proaktif meminta
b:imbingan. Kami pun siap
membantu, agar jangan sam-
pai nanti salah kelola yang
ujung-ujungnya berurusan
dengan kasus hukum,” un-
gkapnya. Pasalnya, sesuail
aturan yang ada, penggunaan
anggaran pusat dan daerah

e e~ 4

harus jelas dan terinci pe-
laporannya.

Seperti diketahui, bela-
kangan sejumlah Perbekel
merasa waswas karena salah
pos penggunaan anggaran.
Dana desa yang seharusnya
digunakan untuk program
prioritas yang menyentuh lang-
sung masyarakat seperti pem-
bangunan jalan desa, saluran
irigasi, pembentukan PAUD,
dan Poskesdes, telanjur untuk
biaya pembangunan sarana dan
prasarana seperti gedung kan-
tor desa. Hal ini baru diketahui
saat perwakilan dari Kemenkeu
melakukan sosialisasi dana
desa di Pemkab Tabanan belum
lama ini. Semua itu masih bisa
diatasi lewat APBDes peruba-
han. (kmb28)
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